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ABSTRAK 

 Mely Yana. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220015 dengan judul 
“Eksistensi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 
dalam Digitalisasi Keuangan Nasional: Kajian Hukum Perbankan 
terhadap Efisiensi Transaksi dan Perlindungan Konsumen”. Di bawah 
bimbingan Anggreany Arief sebagai Ketua Pembimbing dan Dinaryati 
Rahim sebagai Anggota Pembimbing 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi 
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mewujudkan 
eifisensi pembayaran dalam perspektif hukum perbankan di Indoensia dan 
untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 
penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) apabila 
terjadi sengketa transaksi. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, 
menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan 
teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan 
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif 
Hukum Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.  

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa eksistensi QRIS memiliki 
landasan yuridis yang kuat dan berlapis dalam mewujudkan efisiensi 
pembayaran dalam perspektif Hukum Perbankan di Indonesia. Bentuk 
perlidungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan Quick 
Response Code Indonesian Standard (QRIS) apabila terjadi sengketa 
transaksi yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan 
hukum represif.  

 Rekomendasi dari penelitian ini di tujukkan kepada beberapa pihak, 
Bank Indonesia serta OJK harus meningkatkan perlindungan hukum 
dengan merumuskan regulasi QRIS yang lebih harmonis. Pemerintah 
perlu mendorong pengembang infrastuktur digital didaerah terpencil untuk 
mewujudkan digitalisasi keuangan nasional yang merata dan inklusif.  

Keyword: Eksistensi, Quick Response Code Indonesian Standard 
(QRIS), Digitalisasi Keuangan Nasional, Efisiensi Transaksi, 
Perlindungan Konsumen. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

     Gelombang revolusi industri keempat telah menghadirkan 

pergeseran mendasar dalam lanskap keuangan global, di mana 

digitalisasi sistem pembayaran muncul sebagai katalisator perubahan 

yang signifikan. Inovasi teknologi pembayaran, khususnya sistem 

berbasis quick response code (QR code), tidak hanya mengubah pola 

transaksi masyarakat sehari-hari, tetapi juga membuka akses layanan 

keuangan bagi segmen populasi yang selama ini terpinggirkan dari 

jangkauan perbankan tradisional. Data yang dirilis oleh Bank for 

International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 

frekuensi transaksi digital di seluruh dunia telah menembus angka 1,5 

miliar transaksi setiap detiknya, sebuah fenomena yang 

mengindikasikan menurunnya dominasi uang tunai sekaligus 

akselerasi efisiensi dalam roda perekonomian.1 

     Konteks negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, 

menjadikan problematika ini semakin substantif. Adopsi teknologi 

finansial yang masif mengharuskan adanya penguatan kerangka 

doktrin hukum perbankan secara paralel, sehingga kehadiran inovasi 

semacam QRIS tidak semata-mata dilihat dari perspektif efisiensi 

operasional, melainkan juga dari dimensi keamanan dan kepastian 

hukum bagi pengguna layanan. 

 
1 Bank for International Settlements, "Annual Economic Report 2022," Basel: BIS, 

2022, hlm. 45. 
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     Proses digitalisasi sektor keuangan di Indonesia hadir sebagai 

jawaban terhadap dinamika ekonomi digital yang kian dominan, 

selaras dengan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 serta strategi 

nasional ekonomi digital periode 2021-2024 yang dirumuskan 

pemerintah dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), transaksi keuangan 

berbasis digital telah mengalami lonjakan signifikan hingga 

menyumbang 60% dari keseluruhan aktivitas transaksi nasional 

sepanjang tahun 2023. Fenomena ini tidak terlepas dari tingkat 

penetrasi internet yang telah menyentuh angka 77,02% dari total 

populasi, setara dengan lebih dari 215 juta pengguna berdasarkan 

survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 

2023 yang membuka peluang akses perbankan bagi komunitas 

pedesaan dan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani 

(unbanked).2 

     Meski demikian, kondisi sistem pembayaran nasional yang masih 

terfragmentasi, ditandai oleh beragamnya platform dompet elektronik 

(e-wallet) dan QR code yang dioperasikan oleh berbagai 

penyelenggara justru melahirkan sejumlah persoalan. Inefisiensi dalam 

operasional, besarnya biaya untuk membangun interkoneksi antar 

platform, serta tumpang tindih dalam aspek regulasi menjadi hambatan 

yang dapat mengurangi efektivitas transaksi secara menyeluruh. Dari 

 
2 Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran dan Infrastruktur 

Pasar Keuangan Tahun 2023," Jakarta: BI, 2024, hlm. 23-25 

23
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sudut pandang yuridis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yang kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 

10 Tahun 1998 telah meletakkan fondasi prinsip kehati-hatian bank dan 

proteksi terhadap nasabah sebagai basis hukum utama. Sementara 

itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen untuk memperoleh 

informasi yang terbuka dan keamanan dalam setiap aktivitas transaksi 

digital. 

     Akan tetapi, proses adaptasi kerangka doktrin hukum perbankan 

untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital masih 

membutuhkan penguatan lebih lanjut. Hal ini terutama berkaitan 

dengan upaya mengintegrasikan standar inovasi pembayaran seperti 

QRIS, agar tercipta keseimbangan antara efisiensi operasional di satu 

sisi dengan perlindungan hak-hak konsumen di sisi lain, khususnya 

dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi secara 

nasional.3 

     Dalam rangka mengatasi persoalan fragmentasi dan rendahnya 

efisiensi sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia, Bank Indonesia 

menghadirkan Response Quick Code Indonesian Standard (QRIS) 

melalui penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019. 

Inisiatif ini dimaksudkan untuk membangun satu standar baku bagi 

transaksi digital berbasis QR code yang mampu mengintegrasikan 

 
3 Bank Indonesia, "Rencana Strategis Bank Indonesia 2020-2024: Menuju Ekonomi 

Digital Inklusif," Jakarta: BI, 2020, hlm. 30-35. 

3

8

10
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seluruh penyelenggara jasa keuangan dalam satu ekosistem.4 

Kehadiran inovasi ini tidak semata-mata meningkatkan efisiensi melalui 

simplifikasi mekanisme pembayaran dengan sistem scan-and-pay 

yang terbukti mencatatkan volume transaksi hingga mencapai Rp 

1.000 triliun sepanjang tahun 2023 namun juga berkontribusi signifikan 

terhadap upaya inklusi keuangan bagi lebih dari 100 juta penduduk 

yang masih berada di luar jangkauan layanan perbankan formal. 

     Kendati demikian, keberadaan QRIS turut menghadirkan sejumlah 

problematika dari perspektif hukum perbankan. Ancaman terhadap 

keamanan data pengguna dan modus penipuan berbasis digital (cyber 

fraud) menjadi isu yang mendesak untuk ditangani, sehingga 

diperlukan harmonisasi antara aspek efisiensi operasional transaksi 

dengan kerangka perlindungan konsumen yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

12/POJK.03/2021. Atas dasar tersebut, penelitian dengan pendekatan 

normatif ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji secara mendalam 

implikasi QRIS dalam kerangka hukum perbankan nasional Indonesia. 

     Walaupun QRIS telah menjelma menjadi salah satu fondasi utama 

dalam digitalisasi sektor keuangan Indonesia, telaah dari perspektif 

hukum perbankan mengungkapkan adanya dinamika yang kompleks 

antara kepentingan efisiensi transaksi dengan jaminan perlindungan 

bagi konsumen. Dalam praktiknya, akselerasi kecepatan proses 
 

4 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang 
Implementasi Standar Quick Response Code Indonesia (Jakarta: BI, 2019), Pasal 1-5. 

3

6
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pembayaran tidak jarang menimbulkan kerentanan terhadap risiko 

kebocoran informasi pribadi serta berpotensi mengabaikan hak-hak 

nasabah. Ditinjau dari aspek normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan secara tegas mengamanatkan penerapan 

prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan kewajiban fidusia 

(fiduciary duty) yang harus diemban oleh lembaga perbankan dalam 

menjaga kestabilan sistem. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan 

hukum bagi hak konsumen untuk memperoleh keamanan dalam setiap 

aktivitas transaksi digital.5 

     Namun demikian, berdasarkan publikasi yang dirilis oleh Otoritas 

Jasa Keuangan, masih ditemukan kekosongan dalam regulasi yang 

membutuhkan upaya harmonisasi lebih lanjut. Sebagai contoh, 

prosedur verifikasi identitas yang ketat di satu sisi dapat 

memperlambat proses transaksi, namun di sisi lain diperlukan untuk 

memastikan perlindungan konsumen tidak tereduksi. Atas dasar itulah, 

penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara doktrinal berbagai 

ketentuan yang ada guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang 

lebih komprehensif dan inklusif. Dengan demikian, hasil kajian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan 

kerangka hukum perbankan Indonesia di tengah transformasi digital 

yang terus berlangsung. 

 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 4-7. 

9
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     Dalam cakupan yang lebih spesifik, telaah hukum perbankan 

terhadap keberadaan QRIS dalam proses digitalisasi keuangan 

nasional menghadirkan perdebatan mengenai trade-off antara upaya 

peningkatan efisiensi transaksi dengan implementasi mekanisme 

perlindungan konsumen, di mana pendekatan analisis doktrinal 

menjadi instrumen penting untuk memelihara keseimbangan sistemik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mohamad Fadhli dalam karyanya 

berjudul "Hukum Perbankan di Indonesia", efisiensi dalam transaksi 

digital seperti QRIS dapat dievaluasi melalui penerapan prinsip kehati-

hatian serta efisiensi operasional.6 Namun demikian, aspek ini kerap 

berbenturan dengan tanggung jawab bank dalam melindungi 

konsumen dari berbagai risiko seperti tindak penipuan (fraud) dan 

pembocoran data. Fadhli menegaskan bahwa "efisiensi dalam 

bertransaksi harus disertai dengan mekanisme proteksi yang 

memadai, sebab tanpa perlindungan tersebut, inovasi digital justru 

berpotensi memperparah kesenjangan dalam keadilan hukum 

perbankan."7 

Pada sisi yang berbeda, aspek perlindungan konsumen menjadi 

perhatian yang tidak kalah penting mengingat peningkatan 

penggunaan QRIS telah memunculkan sejumlah tantangan, antara lain 

ancaman penipuan berbasis siber, kerentanan terhadap kebocoran 

data pribadi, serta ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum 
 

6 Mohamad Fadhli, Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 
hlm 150-155 

7 Ibid. hlm 162 
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antara institusi perbankan dengan penyelenggara layanan. Hal ini telah 

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

12/POJK.03/2021 yang secara eksplisit menegaskan hak konsumen 

untuk memperoleh keamanan dalam setiap aktivitas transaksi digital.8 

Urgensi permasalahan ini semakin terkonfirmasi melalui survei yang 

dilakukan OJK pada tahun 2024, yang mengungkapkan bahwa sekitar 

25% dari keseluruhan keluhan konsumen yang berkaitan dengan 

pembayaran digital bersumber dari penggunaan QRIS. Temuan ini 

menunjukkan perlunya kajian dengan pendekatan normatif yang 

mendalam guna mengharmonisasikan prinsip efisiensi operasional 

transaksi dengan ketentuan proteksi konsumen, sehingga penelitian ini 

hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis doktrinal 

dalam ranah hukum perbankan. 

 Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah mengatur prinsip-

prinsip perlindungan dalam transaksi ekonomi sejak 14 abad lalu. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-Muthaffifin (83): 1-3 

          
        

          
          

Terjemahannya:   
 
"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka mengurangi."9 

 
8 Otoritas Jasa Keuangan, "POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan," Jakarta: OJK, 2021, Pasal 10-15. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, 

2005), QS. Al-Muthaffifin (83): 1-3. 
11

15

20

37

42

44

Page 15 of 23 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3502901041

Page 15 of 23 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3502901041



 
 

8

     Melalui ayat ini, ajaran Islam menegaskan bahwa para pengusaha 

wajib menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tidak boleh meraup 

untung dengan cara merugikan pihak konsumen. Kata "wail" yang 

bermakna kecelakaan di ayat pembuka menggambarkan betapa 

beratnya sanksi atas perbuatan curang dalam bisnis, bahkan 

dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Nilai-nilai ini memiliki 

kesamaan dengan semangat perlindungan konsumen masa kini yang 

mengedepankan keterbukaan informasi, integritas, dan kesetaraan 

dalam setiap bentuk transaksi perdagangan. Oleh karena itu, ayat ini 

tidak hanya berbicara tentang teknis pengukuran semata, tetapi 

menetapkan standar moral bisnis yang menyeluruh guna menjamin 

hak-hak konsumen dari berbagai praktik penipuan dan perlakuan tidak 

adil. 

     Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji QRIS dari sudut 

pandang teknis operasional, efektivitas transaksi pada sektor UMKM, 

atau aspek adopsi teknologi berdasarkan teori penerimaan teknologi 

(TAM). Namun, belum terdapat kajian mendalam yang secara khusus 

menganalisis eksistensi QRIS dari perspektif hukum perbankan 

Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan aspek efisiensi transaksi 

dengan perlindungan konsumen secara bersamaan dalam satu 

kerangka kajian yuridis yang komprehensif. Sebagian besar riset 

memfokuskan pada satu dimensi saja baik efisiensi operasional dan 

peningkatan pendapatan UMKM, atau perlindungan data pribadi 

konsumen secara terpisah. Belum ada penelitian yang secara simultan 

mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum perbankan Indonesia 
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mengatur keseimbangan antara pencapaian efisiensi transaksi digital 

dengan jaminan perlindungan hak-hak konsumen, khususnya dalam 

konteks digitalisasi keuangan nasional melalui QRIS. Meskipun 

berbagai penelitian telah membahas implementasi QRIS dan 

tantangan teknisnya, analisis mendalam mengenai kerangka regulasi 

dari Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks QRIS 

masih sangat terbatas. Penelitian yang ada lebih bersifat deskriptif-

kuantitatif atau studi kasus lokal, belum menyediakan tinjauan yuridis 

komprehensif yang mengevaluasi secara kritis kesesuaian regulasi 

dengan praktik lapangan.  

     Penelitian ini menghadirkan pendekatan interdisipliner yang 

menggabungkan kajian hukum perbankan dengan fenomena 

digitalisasi keuangan nasional melalui QRIS. Kebaruan ini terletak 

pada analisis yuridis yang tidak hanya mengkaji aspek regulasi 

semata, tetapi juga menghubungkannya dengan dampak praktis 

terhadap efisiensi sistem pembayaran dan perlindungan konsumen 

secara terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

cenderung parsial, penelitian ini secara spesifik menganalisis 

bagaimana eksistensi QRIS mampu menghadirkan efisiensi transaksi 

sekaligus memberikan perlindungan konsumen dalam satu sistem 

pembayaran digital. Hal ini memberikan perspektif baru tentang 

bagaimana regulasi perbankan dapat mengakomodasi kedua 

kepentingan tersebut tanpa mengorbankan salah satunya. 

16

31
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Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis 

berupa rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap 

perkembangan teknologi finansial, khususnya dalam memperkuat 

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan harmonisasi 

regulasi antara Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Komunikasi 

dan Informatika. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat 

teoritis tetapi juga aplikatif bagi perumusan kebijakan regulasi 

perbankan digital di masa mendatang. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana eksistensi Quick Response Code Indonesian Standard 

(QRIS) dalam mewujudkan efisiensi pembayaran dalam perspektif 

hukum perbankan di Indonesia?  

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 

apabila terjadi sengketa transaksi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Quick Response 

Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mewujudkan eifisensi 

pembayaran dalam perspektif hukum perbankan di Indoensia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum 

terhadap konsumen dalam penggunaan Quick Response Code 

Indonesian Standard (QRIS) apabila terjadi sengketa transaksi. 

1

1
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat yang berupa manfaat teoritis 

dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Pengembangan Ilmu Hukum Perbankan 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memperkaya khazanah keilmuan hukum perbankan, khususnya 

terkait regulasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Kajian 

ini akan menambah literatur akademis mengenai aspek yuridis 

penerapan teknologi financial technology dalam ekosistem 

perbankan nasional. 

b. Dasar Pengembangan Konsep Hukum Digital 

     Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis bagi 

pengembangan konsep-konsep hukum yang mengatur transaksi 

elektronik, terutama dalam konteks standardisasi pembayaran 

quick response code di era transformasi digital ekonomi 

Indonesia. 

c. Bahan Kajian Akademis 

     Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik mengkaji permasalahan serupa, 

khususnya mengenai implikasi hukum dari inovasi teknologi 

pembayaran terhadap sistem keuangan nasional. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah dan regulator 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

kepada otoritas terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan, dalam merumuskan dan menyempurnakan 

kebijakan regulasi QRIS yang lebih komprehensif, khususnya 

dalam aspek efisiensi transaksi dan mekanisme perlindungan 

hak-hak pengguna layanan. 

b. Bagi Lembaga Keuangan dan Penyedia Layanan 

     Hasil kajian ini dapat menjadi panduan bagi institusi 

perbankan dan penyelenggara sistem pembayaran dalam 

mengimplementasikan QRIS dengan lebih optimal, sekaligus 

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku 

serta menjamin keamanan transaksi konsumen. 

c. Bagi Masyarakat Pengguna 

     Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai aspek hukum dalam penggunaan QRIS, 

termasuk hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga 

dapat bertransaksi secara lebih aman dan terlindungi secara 

hukum. 

d. Bagi Kalangan Akademisi 

     Kajian ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi dalam 

mata kuliah hukum perbankan, hukum ekonomi, dan hukum 

teknologi informasi, serta memperkaya diskusi mengenai 

tantangan hukum di era digitalisasi keuangan. 

5

5
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